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PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
) BUPATI LEBONG,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh  persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

o

Menimbang

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

@ C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati Lebong tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent
Keuangan Negara (Lembaran Negara Reprilﬁﬁﬁ
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahaan
Lembaran Negara Republik Indonesija Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tgh

= Pembentukan Kabupaten Lebon et
Kepahiang di Provinsi Bengkulu
Republik Indonesia Tahun 2003 Ng
Lembaran Negara Republik Indone

tentang
g dan Kabupaten

(Lembaran Negara
mor 154, Tambahan
sia Nomor 4349);
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10.

11.

g;?:?:gl-%ndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
i daharaan Negara (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

U"‘I‘"”R'W““‘"R Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhix’-
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah !*-lomor 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);

Pera.aturan Pcmerilntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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12,

13.

14.

15.

16.

16

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentan

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Ne eg.
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah(Berita Ne gen
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); gara

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 T
tentang Sisterr\: Informasi Pemerintahan DREE:Z;T;O'IQ
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 13;“&

Keputusan Menteri Dalam Negeri

A gernn Nomor 900-
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan ol‘?de‘;'igg
Dalam Nigen Terha_dqp Tambahan  Penghasilan
Pega\.w.il paratur  Sipil Negara di Lingk
Pemerintah Daerah; Bt

Peraturan Daerah Kabupaten Leb

on
2016 tentang Pembentukan dan sﬁiﬂnn;ﬁr |=1>0 Tahun
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Leb erangkat
2016 Nomor 10). ong Tahun
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a

Menetapkan

SEKRETARIS DAERAH -
KABNPATEN LEBONG, PEMERINTAH KABUPATEN LERONG |

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun

2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2020 Nomor 8 ).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 16 TAHUN
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBONG

Pasal |

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Lebong Nomor
16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawal
Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebong diubah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 29 Oktober 2021

’( BUPATI LEBONG,f

54 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 29 Oktober 2021

BAGIAN HUKUM

o e il — S

H. MUSTARANI .

PENELAKH PROTU FUKUL Uy
KASUPATEN LERONG

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 48
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